
164 Jurnal Penel�t�an & Art�kel Pend�d�kan

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

Arie Supriyatno

Dosen FKIP Un�v. Muh Magelang

Abstract

Pancasila ideology of  openness at the level of  instrumental value does not mean that we also open ourselves to wawasanan 
ideology of  communism. But instead requires you to be aware of  our vulnerability, so that both consciously and unconsciously 
not to use the insights of  doctrine, policy and strategy that is Marxism Leninism / Communism. Salain a feature of  this 
ideology is the permanent contradiction minded about, about not being able to didamaikannya conflict that existed until one 
of  the parties to the contrary completely destroyed. One of  the characteristics that others should watch out for is penghalalan 

all means to achieve goals.
Keywords: Pancasila, Ideology Open.

A. PENDAHULUAN

Ada beberapa faktor la�n yang mendorong 
pem�k�ran k�ta mengena� Pancas�la sebaga� �deolog� 
terbuka. Beberapa d�antaranya dapat k�ta sebutkan d� 
s�n�. Pertama, kenyataan bahwa d�nam�ka masyarakat 
k�ta berkembang dengan amat cepat. T�dak selalu 
jawabannya b�sa k�ta temukan secara �deolog�s 
dalam pem�k�ran �deolog� k�ta sebelumnya. Amb�llah 
sebaga� m�salnya tendens� global�sas� ekonom� yang 
merupakan c�r� khas dar� dun�a pada awal abad ke 21 
dan d�perk�rakan akan berlanjut d� masa mendatang. 
Dalam kecenderungan �n�, peranan besar t�dak lag� 
d�pegang oleh negara dan pemer�ntah yang karena  
besar dan kompleks�tasnya relat�f  lamban untuk 
menangan� kecepatan tersebut. Peranan yang leb�h 
besar justru d�pegang oleh badan swasta. Gejala �n� 
jelas memerlukan kejelasan s�kap secara jelas.

Kedua, kenyataan bangkrutnya �deolog� 
tertutup sepert� marx�sme-len�n�sme/komun�sme. 
J�ka dengan �deolog� terbuka pada dasarnya k�ta 
maksudkan �deolog� yang ber�nteraks� secara d�nam�s 
dengan perkembangan l�ngkungan sek�tarnya, maka 
dengan �st�lah �deolog� tertutup k�ta maksudkan 
�deolog� yang merasa sudah mempunya� seluruh 
jawaban terhadap keh�dupan �n�, seh�ngga yang 
perlu d�lakukan adalah melaksanakannya bahkan 
secara dogmat�k. Dewasa �n� �deolog� komun�sme 
d�hadapkan kepada p�l�han yang amat berat, untuk 
menjad� p�l�han suatu �deolog� terbuka atau tetap 
menjad� �deolog� tertutup sepert� selama �n�. Un� 
Sov�et d� bawah kepem�mp�nan M�kha�l Gorbachev 
mem�l�h langkah rad�kal menuju �deolog� terbuka 
yang sebaga�mana k�ta ketahu�, negara super power 

kedua setelah Amer�ka Ser�kat, akh�rnya runtuh 
bercera� bera�.

Ketiga, pengalaman sejarah pol�t�k k�ta send�r� d� 
masa lampau sewaktu pengaruh komun�sme sangat 
besar. Karena pengaruh �deolog� komun�sme yang 
pada dasarnya bers�fat tertutup, Pancas�la pernah 
merosot menjad� semacam dogma yang kaku. 
T�dak lag� d�bedakan antara aturan-aturan pokok 
yang memang harus d�harga� sebaga� aks�oma 
yang k�ta sepakat� bersama, dengan aturan-aturan 
pelaksanaannya yang seyogyanya b�sa d�sesua�kan 
dengan perkembangan. Dalam suasana kekakuan 
tersebut, Pancas�la t�dak lag� tamp�l sebaga� �deolog� 
yang menjad� acuan bersama, tetap� sebaga� senjata 
konseptual untuk menyerang lawan-lawan pol�t�k. 
Keb�jaksanaan pemer�ntah pada saat �tu menjad� 
bers�fat absolut, dengan konsekuens� perbedaan 
pendapat menjad� alasan untuk secara langsung 
d�cap sebaga� ant�-Pancas�la. Hal �tu jelas t�dak benar 
dan perlu d�koreks� secara mendasar.

Keempat, tekad k�ta untuk menjad� Pancas�la 
sebaga� asas dalam h�dup bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Kualifikasi dalam 
h�dup “bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” 
menunjukkan bahwa ada kawasan keh�dupan 
yang bers�fat otonom dan karena �tu t�dak secara 
langsung mengacu kepada n�la� Pancas�la. Salah 
satu d�antaranya adalah n�la�-n�la� rel�g�. Peranan 
Pancas�la dalam rel�g� adalah mengayom�, 
mel�ndung� dan mendukungnya dar� luar. Agama 
bahkan d�harapkan menjad� sumber �nsp�ras� dan 
mot�vas� bag� pembangunan nas�onal.
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B. FUNGSI FILSAFAT DAN IDEOLOGI 
PANCASILA

Secara umum filsafat berfungsi memberikan 
jawaban kepada k�ta tentang hak�kat terdasar 
dar� segala sesuatu. Pemahaman tentang hak�kat 
terdasar dar� segala sesuatu �n� amat pent�ng agar 
k�ta t�dak kel�ru dalam men�la� keadaan serta dalam 
menentukan keb�jaksanaan yang akan k�ta tempuh.

Tentang h�dup bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara m�salnya, k�ta bertanya: manakah yang 
sesungguhnya benar, apakah manus�a �n� pada 
dasarnya adalah sr�gala bag� yang la�n (homo homini 
lupus), ataukah justru merupakan sahabat bag� la�nnya 
(homo homini socius). J�ka k�ta meny�mpulkan berdasar 
jawaban pertama, k�ta akan menganut jawaban yang 
pertama, k�ta akan menganut  faham �nd�v�dual�sme 
serta l�beral�sme yang amat mement�ngkan 
perseorangan dan relat�f  mengaba�kan masyarakat, 
set�dak-t�daknya dalam teor� kalaupun bukan dalam 
praktek. J�ka k�ta mem�l�h jawaban yang kedua, k�ta 
akan menganut paham cenderung kepada humanisme 
dalam berbaga� var�as�nya yang ada.

�emikiran filsafat yang sudah mencapai 
kematangan, cenderung untuk d�kr�stal�sas�kan 
menjadi suatu sistem filsafat. Dengan demikian, 
kebenaran-kebenaran yang d�kandungnya dapat 
d�pelajar� serta d�masyarakatkan kepada seluruh 
bangsa. Ulasan-ulasannya b�sa d�susun secara panjang 
lebar dan mendeta�l, dan juga b�sa membatas� d�r� 
pada esens�al�nya saja.

F�lsafat b�sa bertumpu pada pem�k�ran seorang 
filosof  besar, yang akan melahirkan aliran-aliran 
filsafat seperti Marxisme-Leninisme; dan juga bisa 
merupakan kr�stal�sas� pem�k�ran terdalam suatu 
bangsa, seperti misalnya filsafat India, Yunani 
ataupun C�na. Secara pr�bad� penul�s berpendapat 
bahwa �ancasila sebagai filsafat lebih cenderung 
merupakan kr�stal�sas� pem�k�ran terdasar k�ta sebaga� 
bangsa. Upaya k�ta untuk menga�tkan Pancas�la 
secara khusus kepada pem�k�ran pem�mp�n nas�onal 
tertentu ternyata terlalu semp�t untuk menampung 
dem�k�an luas nuansa yang d�kandung Pancas�la �tu.

F�lsafat sudah merasa puas j�ka setelah melalu� 
renungan yang dalam merasa sudah mendapatkan 
jawaban mengena� hak�kat terdasar �tu. Memang 
demikianlah latar belakang filsafat, yang secara 
harfiah berarti “cinta akan kebenaran”.

J�ka k�ta �ng�n bukan hanya sekedar tahu, 
tetap� juga untuk melaksanakan kebenaran yang 
dikandung filsafat secara taat asas, maka kita harus 
memasuk� kategor� pem�k�ran la�n, ya�tu �deolog�. 
Ideolog� merupakan kom�tmen untuk melaksanakan 

suatu ajaran filsafat. Ideologi, yang secara harfiah 
berart� a system of  ideas, akan mens�stemat�sas�kan 
seluruh pem�k�ran mengena� keh�dupan �n�, dan 
melengkap�nya dengan sarana serta keb�jakan dan 
strateg�, dengan tujuan menyesua�kan keadaan nyata 
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat 
yang menjad� �nduknya. Dengan la�n kata bahwa 
ideologi adalah petunjuk pelaksanaan bagi filsafat.

Barangkal� ada pandangan bahwa peranan 
�deolog� berakh�r. Namun saya k�ra pandangan �tu 
berleb�han. Sebabnya adalah sederhana, ya�tu karena 
t�dak mungk�n k�ta mengert� dun�a yang dem�k�an 
kompleks dan bers�fat �nterdependen, tanpa 
dukungan suatu konsep yang bers�fat makro sepert� 
filsafat dan ideologi.

Berada d� latar belakang set�ap �deolog� adalah 
pemikiran filsafati, baik yang merupakan hasil 
renungan seorang atau beberapa orang filosof, 
ataupun yang merupakan kr�stal�sas� pem�k�ran 
suatu bangsa.

J�ka k�ta renungkan sungguh-sungguh, Pancas�la 
leb�h merupakan kr�stal�sas� pem�k�ran k�ta sebaga� 
bangsa dar� pada merupakan has�l pem�k�ran 
perseorangan. N�la�-n�la� yang terkandung dalam 
�ancasila itu, baik sebagai filsafat maupun sebagai 
�deolog�, tumbuh dar� sejarah bangsa k�ta send�r�, 
khususnya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan 
k�ta dalam abad ke 20. Rumusnya bukanlah sekedar 
merupakan buah renungan teoritikal seorang filosof, 
tetap� merupakan mufakat 62 orang tokoh pem�mp�n 
nas�onal, yang merupakan para pend�r� negara 
antara bulan Me� dan Agustus 1945. Mas�ng-mas�ng 
tokoh �n� member�kan and�lnya dalam rumusan 
akh�r Pancas�la �tu, ba�k yang terdapat dalam al�nea 
4 Pembukaan UUD 1945, maupun dalam wujud 
jabarannya dalam pasal-pasal UUD 1945 �tu send�r�.

Untuk mendalam� hal �n�, k�ta b�sa membaca 
r�salah dan d�alog yang berkembang dalam BPUPKI 
dan PPKI d� tahun 1945. R�salah s�dang-s�dang 
kedua Badan �n� k�ta temukan dalam buku h�mpunan 
Prof. Mr. Muhammad Yam�n, Naskah Per�apan 
Undang-Undang Dasar 1945. S�kap serta pernyataan 
pend�r� negara k�ta �tu t�daklah stat�s. Hal �n� terl�hat 
nyata pada perkembangan pendapat Prof. Mr. Dr. 
Soepomo yang merancang UUD 1945. 

Dalam tahun 1945 bel�au amat g�g�h menentang 
usul Drs. Muhammad Hatta untuk mencantumkan 
adanya hak-hak kewarganegaraan dalam rancangan 
UUD 1945, dengan alasan bahwa hal �tu bers�fat 
�nd�v�dual�st�s. Namun dalam Konst�tus� Republ�k 
Indones�a Ser�kat dan dalam Undang-Undang 
Sementara 1950 yang juga bel�au rancang, k�ta sudah 
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menemukan banyak sekal� pernyataan hak warga 
negara �n�. Walaupun hal �tu b�sa k�ta terangkan 
dengan alasan bahwa dalam kurun 1949-1959 k�ta 
menganut faham l�beral, namun sangatlah jelas bahwa 
kedua konst�tus� �tu t�dak akan tersusun dem�k�an, 
j�ka Soepomo t�dak mengembangkan wawasannya 
mengena� h�dup bernegara. Set�dak-t�daknya bel�au 
akan berpendapat bahwa pencantuman hak-hak 
warga negara bukan saja merupakan suatu kebutuhan, 
tetap� set�dak-t�daknya t�dak bertentangan dengan 
faham kekeluargaan yang bel�au anut.

Dalam penjabaran �ancasila, baik sebagai filsafat 
maupun sebaga� �deolog�, para pem�mp�n k�ta terbag� 
dalam dua al�ran besar. Untuk sementara penul�s 
�ng�n menyebutnya sebaga� al�ran konstitusionalis 
yang �ng�n berpegang teguh kepada konst�tus� 
sebaga� hukum dasar tertul�s; dan al�ran revolusioner, 
yang cend\erung mengaba�kan konst�tus� �tu, dem� 
filsafat dan ideologi yang menjadi latar beakangnya. 

Pengalaman menunjukkan bahwa al�ran 
konst�tus�onal�s dapat membawa k�ta kepada 
keh�dupan yang stab�l, sedangkan al�ran revolus�oner 
membawa k�ta dar� suatu kr�s�s ke kr�s�s yang la�n. 
Sejak tahun 1966, k�ta sudah men�nggalkan al�ran 
revolus�oner, dan mem�l�h al�ran konst�tus�onal�s. 
Itulah yang k�ta maksud dengan “melaksanakan 
Pancas�la secara murn� dan konsekuen”.

Hal �n� berart� bahwa pemahaman k�ta 
selanjutnya tentang Pancas�la �n� harus selalu 
d�ka�tkan dengan Undang-Undang dasar 1945 yang 
menjabarkan n�la�-n�la� yang d�kandung s�la-s�lanya 
dalam pasal-pasalnya.

C. URGENSI KETERBUKAAN IDEOLOGI 
DAN PENERAPANNYA

Keterbukaan �deolog� bukan saja merupakan 
suatu penegasan kembal� dar� pola p�k�r yang d�nam�s 
dar� para pend�r� negara k�ta dalam tahun 1945, tetap� 
juga merupakan suatu kebutuhan konseptual dalam 
dun�a modern yang berubah dengan cepat.

Dengan menegaskan Pancas�la sebaga� 
�deolog� yang terbuka, d� satu p�hak k�ta d�haruskan 
mempertajam kesadaran akan n�la�-n�la� dasarnya 
yang bers�fat abad�, d� la�n p�hak d�dorong untuk 
mengembangkannya secara kreat�f  dan d�nam�s 
untuk menjawab kebutuhan zaman.

Hal �n� perlu k�ta dalam� leb�h lanjut:

1. Nilai Dasar Pancasila yang Abadi
Masalah yang k�ta hadap� sehubungan 

dengan n�la� dasarnya adalah n�la�-n�la� mana 

yang merupakan n�la� dasar yang t�dak berubah 
dan t�dak boleh d�ubah lag�?

N�la� dasar Pancas�la yang abad� �tu k�ta 
temukan dalam empat al�nea Pembukaan UUD 
1945.

 Alinea pertama memuat keyak�nan k�ta kepada 
kemerdekaan sebaga� hak segala bangsa, kepada 
per�kemanus�aan dan kepada per�kead�lan. 
Penghapusan penjajahan adalah merupakan 
suatu kosnekuens� log�s dar� keyak�nan k�ta �n�. 
Kemerdekaan, per�kemanus�aan dan per�kead�lan 
adalah rangka�an aks�oma tempat bertumpunya 
seluruh wawasan kenegaraan pada tataran 
formal, serta seluruh wawasan k�ta tentang 
keh�dupan kebangsaan secara substant�al.

 Ada perbedaan art� antara “negara” danAda perbedaan art� antara “negara” dan 
“bangsa”. Negara adalah suatu organ�sas� 
yang mel�put� unsur-unsur rakyat, w�layah, 
pemer�ntah serta kedaultan. Sedangkan 
“bangsa” adlah kesatuan tekad dar� rakyat untuk 
h�dup bersama mencapa� c�ta-c�ta dan tujuan 
bersama, terlepas dar� perbedaan etn�k, ras, 
agama ataupun golongan asalnya. KesadaranKesadaran 
kebangsaan adalah perekat yang akan meng�kat 
bat�n seluruh rakyat.

 Alinea kedua memuat c�ta-c�ta nas�onal 
sekal�gus c�ta-c�ta kemerdekaan k�ta; ya�tu suatu 
negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, ad�l dan 
makmur. Pengert�an-pengert�an s�ngkat yangPengert�an-pengert�an s�ngkat yang 
terdapat dalam al�nea �n� harus d�ber� makna 
filsafati yang mendasar. Rakyat Indonesia dalam 
negara Indones�a yang k�ta bentuk �tu �ng�n 
h�dup dalam suasana yang merdeka, bersatu, 
berdaulat, ad�l dan makmur. In�lah n�la� yang 
merupakan tolok ukur terakh�r apakah negara 
yang k�ta bentuk �tu sudah sesua� dengan apa 
yang k�ta harapkan apa belum.

 Alinea ketiga, memuat watak akt�f  dar� 
rakyat Indones�a menyatakan kemerdekaan, 
untuk mencapa� keh�dupan kebangsaan yang 
bebas, bukan dengan keangkuhan yang bers�fat 
chauv�n�st�s, tetap� dengan s�kap rel�g�us, dengan 
kesadaran akan rakhmat Allah SWT serta 
d�dorongkan oleh ke�ng�nan luhur. Bangsa yang 
�ng�n k�ta bangun bukanlah bangsa yang pas�f, 
yang pasrah kepada nas�bnya, tetap� bangsa yang 
akt�f, yang percaya kepada d�r�nya serta berbuat 
secara nyata untuk mengubah nas�bnya.

 Namun nas�onal�sme k�ta bukanlah 
nas�onal�sme yang sekular yang haya tahu 
dengan apa yang nyata kel�hatan. Nas�onal�sme 
k�ta adalah nas�onal�sme yang sarat dengan 
n�la� rel�g� serta kemanus�aan. Nas�onal�sme 
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k�ta bukanlah nas�onal�sme yang berkehendak 
mengagres� bangsa la�n, tetap� nas�onal�sme 
yang terbatas pada tuntutan pengakuan akan 
eks�stens� d�r�nya sebaga� bangsa.

 Alinea keempat member� arahan mengena� 
tujuan negara, susunan negara, s�stem 
pemer�ntahan dan dasar negara.

 Tujuan negara k�ta jelas; mel�ndung� 
segenap bangsa Indones�a dan seluruh tumpah 
darah Indones�a; memajukan keejahteraan 
umum; mencerdaskan keh�dupan bangsa; �kut 
melaksanakan ketert�ban dun�a yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdama�an abad� dan kead�lan 
sos�al. Susunan Negara Republ�k Indones�a 
jelas-jelas d�sebutkan berkedaulatan rakyat, yang 
berart� sumber dar� seluruh otor�tas kenegaraan 
dalam republ�k �n� adalah rakyat.

 S�stem pemer�ntahan k�ta juga jelas, ya�tu 
s�stem pemer�ntahan konst�tus�onal, yang 
secara padat d�rumuskan sebaga�: “d�susunlah 
kemerdekaan kebangsaan Indones�a �tu 
dalam suatu Undang-Undang Dasar negara 
Indones�a”. Kemerdekaan bukanlah sekedar 
suatu konsep filosofis, tetapi juga suatu konsep 
yur�d�s dengan pengert�an yang past� dan 
d�rumuskan dalam konst�tus�. Semua keg�atan 
pemer�ntah harus mempunya� alasan pembenar 
dalam konst�tus� sebaga� hukum dasar tertul�s, 
yang dapat d�kembangkan dalam hukum t�dak 
tertul�s yang tumbuh praktek penyelenggaraan 
negara.

 Akh�rnya, Dasar Negara k�ta tercantum 
dalam l�ma s�la, yang rumusnya sudah k�ta kenal 
benar, dan t�dak akan penul�s ulang� d� s�n�.

 Makna n�la�-n�la� yang terkandung dalam 
pembukaan UUD 1945 �tu dapat k�ta car� dalam 
berbaga� sumber, sumber pertama jelas adalah 
Penjelasan UUD 1945. J�ka k�ta �ng�n leb�h 
dalam memaham�nya, k�ta harus membaca 
r�salah s�dang-s�dang BPUPKI dan PPKI, 
sepert� yang sudah penul�s kemukakan d� muka. 
Selanjutnya j�ka �ng�n mempunya� prespekt�f  
kesejarahan yang leb�h lengkap, k�ta harus 
mendalam� keseluruhan gerakan kemerdekaan 
nas�onal khususnya sejak awal abad ke 20. 
Rumusan-rumusan dalam UUD 1945 t�daklah 
t�mbul mendadak dalam ruang s�dang BPUPKI 
d� Jalan Pejambon Jakarta dalam tahun 1945 �tu. 
Seperti halnya dengan sejarah pemikiran filsafah 
la�nnya, ada akar sejarah, akar sos�olog�s serta 
akar kulturalnya.

 Itulah n�la�-n�la� dasar dalam h�dup 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

k�ta anut, yang t�dak �ng�n dan t�dak boleh k�ta 
ubah lag�. Mengut�p term�nolog� para akhl� 
hukum, mengubah n�la�-n�la� dasar �tu berart� 
membubarkan negara. 

2. Nilai Instrumental yang berkembang dina-
mis

 Betapapun pent�ngnya n�la�-n�la� dasar 
tersebut, namun s�fatnya belum operas�onal, 
art�nya k�ta belum dapat menjabarkannya 
secara langsung dalam keh�dupan sehar�-har�. 
Penjelasan UUD 1945 send�r� menunjuk pada 
adanya undang-undang sebaga� pelaksanaan 
hukum dasar tertul�s �tu. N�la�-n�la� dasar yang 
terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 �tu 
memerlukan penjabaran leb�h lanjut, sebaga� 
arahan untuk keh�dupan nyata. Penjabaran 
lanjut �n� k�ta namakan n�la� �nstrumental.

 N�la� �nstrumental harus tetap mengacu 
kepada n�la�-n�la� dasar yang d�jabarkannya. 
Penjabaran �tu b�sa d�lakukan secara kreat�f  
dan d�nam�s dalam bentuk-bentuk baru untuk 
mewujdukan semangat yang sama, dalam 
batas-batas yang d�mungk�nkan oleh n�la� 
dasar �tu. Penjabaran �tu jelas t�dak bolehPenjabaran �tu jelas t�dak boleh 
bertentangan dengan n�la�-n�la� dasar yang 
d�jabarkannya.

 Dokumen konst�tus�onal yang d�sed�akan 
untuk penjabaran secara kreat�f  dar� n�la�-n�la� 
dasar �tu adalah TAP MPR yang merupakan 
kewenang MPR, peraturan-peraturan 
perundang-undangan dan keb�jakan-keb�jakan 
pemer�ntah la�nnya.

 Apapun bentuknya, ada satu syarat yang 
merupakan conditio sine quo non yang harus 
d�penuh� penjabaran �n�, ya�tu d�mufakat� seluruh 
bangsa. Tolok ukur kebenaran dalam n�la� dasar 
Pancas�la adalah kebersamaan, kekeluargaan, 
persatuan dan kesatuan. Gagasan-gagasan 
perseorangan dan golongan sampa� �a menjad� 
kesepakatan bersama, ba�k secara formal 
maupun secara �nformal. 

 Keh�dupan berpancas�la �tu memang 
merupakan keh�dupan yang penuh dengan 
d�alog, dengan musyawarah, dengan mufakat. 
D�perlukan kesabaran, keterbukaan, kear�fan 
dan ketekunan, yang juga d�tuntut pada set�ap 
bentuk negara yang hendak menegakkan 
demokras�’

 N�la� yang sudah memperoleh kesepakatan 
masyarkat, perlu k�ta bakukan, untuk k�ta 
masyarakatkan serta k�ta budayakan selanjutnya. 
N�la�-n�la� yang mas�h belum memperoleh 
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kesepakatan masyarkat, k�ta kaj� kembal� untuk 
kemud�an k�ta ajukan kembal� dalam bentuknya 
yang sudah d�sempurnakan.

 Cepatnya perkembangan n�la�-n�la� 
�nstrumental �n� b�sa mempunya� suatu dampak 
negat�f, ya�tu t�mbulnya rasa t�dak past� mengena� 
konsep-konsep yang k�ta anut. Namun memangNamun memang 
dem�k�anlah suatu res�ko masyarakat yang 
sedang berubah.

3. Penyelenggara Negara sebagai Pengem-
bang dari Nilai-nilai

 Ba�k n�la� dasar maupun n�la� �nstrumentalBa�k n�la� dasar maupun n�la� �nstrumental 
berada dalam kawasan yang bers�fat abstrak. 
N�la�-n�la� �tu t�dak dapat melaksanakan 
d�r�nya send�r�, betapapun luhur dan agungnya. 
D�perlukan dukungan manus�a yang menganut 
n�la�-n�la� �tu untuk mewujudkannya dalam 
kenyataan.

 Pend�r� negara menyadar� penuh bahwa para 
penyelenggara negara b�sa mempunya� semangat 
yang sama dengan n�la� yang terkandung dalam 
UUD, b�sa juga t�dak. J�ka t�dak, maka secara 
lugas d�nyatakan bahwa UUD �tu t�dak akan ada 
art�nya sama sekal�.

 Para penyelenggara negara, ba�k yang berada 
pada tataran suprastruktur po�t�k yang tersebut 
dalam UUD 1945, maupun yang berada dalam 
tataran �nfrastruktur pol�t�k yang berkembang 
dalam masyarakat, memegang peranan sentral 
dalam terwujud atau t�daknya n�la�-n�la� Pancas�la 
�tu.

 Dalam tahun-tahun mendatang, berdasar 
kehendak k�ta untuk tumbuh dan berkembang 
berdasar kekuatan send�r�, k�ta member�kan 
peluang dan dorongan leb�h besar kepada 
kreat�v�tas dan praktek masyarakat. Hal �tu 
juga berart� bahwa kreat�v�tas dan prakarsa 
t�dak hanya berasal dar� lembaga-lembaga yang 
berada d� t�ngkat suprastruktur pol�t�k, tetap� 
telah d�desentral�sas�kan secara meluas kepada 
masyarakat sebaga� �nfrastruktur pol�t�k. Dalam 
hubungan �n� k�ta mula� menyadar� bahwa 
�nfrastruktur pol�t�k �tu merupakan m�trakerja 
dar� suprastruktur pol�t�k.

 Gagasan-gagasan �n� jelas merupakan 
pengembangan secara kreat�f  dan d�nam�s dar� 
aturan-aturan pokok yang tercantum dalam 
UUD 1945. Hal �tu mungk�n k�ta laksanakan 
karena para pend�r� negara k�ta �n� secara sadar 
member� peluang bag� generas�-generas� yang 
menyusul� mereka.

	 Implikasi Penerimaan Pancasila sebagai 
Indeologi Terbuka

 Masyarakat k�ta dewasa �n� telah mener�ma 
pandangan bahwa Pancas�la merupakan �deolog� 
terbuka. Proses pener�maan �n� t�daklah mudah. 
Sepert� juga halnya dengan set�ap gagasan baru, 
masyarakat k�ta mula-mula menanggap�nya 
dengan hat�-hat�. Ada kekhawat�ran dalam 
keterbukaan �tu berart� d�ter�manya seluruh n�la� 
apapun, termasuk yang bertentangan dengan 
n�la�-n�la� dasar Pancas�la �tu. Setelah ternyata 
bukanlah dem�k�an halnya, maka secara de facto 
k�ta mula� mempergunakan konsep Pancas�la 
�n� sebaga� acuan, antara la�n sebaga� landasan 
konseptual untuk keb�jaksanaan deregulas� dan 
deb�rokrat�sas�.  Adalah jelas bahwa 
deregulas� dan deb�rokrat�sas� bukanlah 
merupakan l�beral�sas�, yang mengandung 
konotas� d�anutnya faham l�beral�sme. 
Deregulas� dan deb�rokrat�sas� adaah penyesua� 
n�la� �nstrumental Pancas�la dalam b�dang 
ekonom�, samb�l tetap berpegang teguh pada 
n�la�-n�la� dasarnya yang bers�fat kekeluargaan. 
Sudah barang tentu akan ada kem�r�pan dalam 
beberapa aspek tertentu, sepert� juga akan ada 
perbedaan dalam hal-hal yang pent�ng.

 Hal �n� membawa k�ta kepada masalah 
ber�kutnya, ya�tu apakah �mpl�kas� dar� 
pener�maan Pancas�la sebaga� �deolog� terbuka 
�tu? Menurut penul�s, ada dampaknya ba�k pada 
n�la� dasar, n�la� �nstrumental maupun pada 
praks�s penyelenggara negara, sebaga� ber�kut:

a. Pendalaman Nilai-nilai Dasar Panca-
sila

Keharusan pertama adalah pendalaman 
terhadap n�la�-n�la� dasar Pancas�la �tu send�r�. 
Sebag�an dar� n�la�-n�la� �tu k�ta angkat dar� 
khazanah kebudayaan bangsa kita sendiri di 
daerah-daerah berdasar pasal 18 UUD 1945: 
dan sebag�an lag� berdasar peluang yang 
d�mungk�nkan oleh pasal 32 UUD 1945 k�ta 
ambil alih dari khazanah kebudayaan dunia.

Tampaknya t�dak banyak d�antara 
k�ta yang memaham� makna kultural 
sesungguhnya dar� n�la�-n�la� �tu. Sebaga� 
seorang doktor hukum adat k�ta b�sa 
yak�n bahwa Soepomo tahu pers�s apa 
yang d�lakukannya dalam menyusun UUD 
1945. Seyogyanya k�ta mem�l�k� kedalaman 
pengetahuan serta kear�fan yang d�m�l�k� 
Soepomo untuk b�sa benar-benar memaham� 
yang bel�au maksud



169Jurnal Penel�t�an & Art�kel Pend�d�kan

b. Pengembangan wawasan, doktrin, ke-
bijakan, strategi dan hukum nasional

Keharusan ber�kutnya setelah 
k�ta memperdalam dan menjern�hkan 
pemahaman k�ta mengena� n�la�-n�la� 
�nstrumentalnya, antara la�n dalam bentuk 
wawasan, doktr�n, keb�jakan, strateg� dan 
hukum nas�onal. Sebabnya adalah karena 
n�la�-n�la� dasar Pancas�la �tu secara sengaja 
d�batas� oleh para pend�r� negara k�ta pada 
“aturan-aturan pokok” belaka. Tanpa 
d�jabarkan dalam ketentuan-ketentuan 
pelaksanaannya, maka aturan-aturan pokok 
�tu akan tetap terbatas pada aturan pokok 
belaka. Penjabaran �n� menyangkut duaPenjabaran �n� menyangkut dua 
keg�atan lanjutan.
1) Pengembangan wawasan. Doktr�n, 

keb�jakan dan strateg�
 Keg�atan lanjutan pertama adalah 
pengembangan wawasan, doktr�n, 
keb�jakan dan strateg�, ya�tu keg�atan 
konseptual yang d�perlukan agar 
“aturan-aturan pokok” yang tercantum 
dalam UUD 1945 �tu b�sa d�laksanakan 
dalam praktek secara mantap.
 Secara teor�t�kal, suatu “aturan 
pokok” yang sama b�sa d�jabarkan 
dalam berbaga� wawasan, doktr�n, 
keb�jaksanaan dan strateg�, yang b�sa 
sal�ng bertentangan dalam kenyataannya. 
Contohnya bahwa pemikiran filosofi 
h�stor�s mater�al�sme Karl Marx b�sa 
d�jabarkan ba�k dalam wawasan sos�al�s 
yang moderat maupun wawasan 
komun�s yang ekstr�m. Perbedaan 
antar kedua var�an Marx�sme �n� adalah 
dalam n�la�-n�la� dasarnya, tetap� dalam 
wawasan lanjutan, doktr�n, keb�jakan 
dan strateg� pelaksanaannya. Karenanya, 
bag� keh�dupan nyata, jabaran lanjut �n� 
t�dak kalah pent�ngnya d�band�ngkan 
dengan pemikiran-pemikiran filsafati 
yang melatarbelakang�nya.
 Wawasan adalah cara pandang 
yang lah�r dar� keseluruhan kepr�bad�an 
k�ta, terhadap l�ngkungan sek�tar k�ta. 
S�fatnya adalah subjekt�f, dan b�sa k�ta 
pandang sebaga� suatu rangkuman 
dan penerapan prakt�s dar� pem�k�ran 
filsafati yang melatarbelakangi wawasan 
tersebut. K�ta memerlukan adanya 
wawasan yang relat�f  leb�h konkr�t, 

karena rumusan filsafati bisa terasa 
amat abstrak.
 Doktr�n adalah suatu pedoman 
bert�ndak secara baku yang d�pandang 
terba�k dalam menangan� suatu b�dang 
pada suatu saat, yang d�rumuskan 
dengan menerapkan suatu teor� kepada 
kenyataan nyata. J�ka teor� dan atau 
kenyataan berubah, maka doktr�n 
harus d�ubah pula. Adanya doktr�n 
memudahkan k�ta menangan� masalah-
masalah yang sejen�s, seh�ngga dengan 
dem�k�an menghemat p�k�ran, tenaga 
dan waktu.
 Keb�jakan adalah serangka�an 
keputusan mendasar mengena� cara 
mencapa� tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan berdasar filsafat, ideologi, 
wawasan serta doktr�n.
 Strateg� pada dasarnya adalah 
rencana �nduk untuk melaksanakan 
suatu keb�jaksanaan, dengan 
mempergunakan sumberdaya yang ada. 
Strateg� selanjutnya d�jabarkan ke dalam 
program dan proyek, yang ba�k cakupan 
maupun kedalamannya leb�h khusus.
 Sudah barang tentu k�ta b�sa 
mengembangkan berbaga� alternat�f  
pem�k�ran la�nnya sela�n sepert� d� atas. 
Namun yang pal�ng pent�ng adalah 
agar ada seperangkat n�la� �nstrumental 
yang dengan jelas, ekspl�s�t, cukup 
r�nc�, baku, s�stemat�k, menjabarkan 
n�la�-n�la� dasar yang terdapat dalam 
n�la�-n�la� dasar, atau “aturan-aturan 
pokok” Pancas�la �tu. Tanpa n�la�-n�la� 
�nstrumental, maka n�la�-n�la� dasar �tu 
akan “mengambang”
 Baga�mana cara yang pal�ng �deal 
untuk membangun perangkat n�la� 
�nstrumental Pancas�la �n�? Menurut 
penul�s, n�la� �nstrumental Pancas�la 
harus d�bangun menurut cara-cara 
Pancas�la pula.
 S�la-s�la Pancas�la mengamanat-
kan kepada k�ta untuk selalu meng�ngat 
semangat rel�g�, memul�akan martabat 
manus�a, kesatuan dan persatuan bangsa, 
demokras� serta kead�lan sos�al dalam 
keh�dupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara, dalam wujud yang selalu 
tumbuh dan berkembang semak�n lama 
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semak�n ba�k. Sudah barang tentu, 
dalam hal-hal khusus s�la-s�la tertentu 
leb�h mengemuka peranannya dar� s�la-
s�la yang la�n.
 Terkandung dalam kebutuhan 
untuk mengembangkan seperangkat 
n�la� �nstrumental Pancas�la �n� adalah 
d�bukanya peluang sebesar-besarnya 
untuk merenung, mengutarakan p�k�ran 
dengan l�san dan tul�san, untuk berser�kat 
dan berkumpul, sepert� yang telah 
d�jam�n dalam pasal 28 UUD 1945. Hal 
�tu dengan send�r�nya bermakna bahwa 
k�ta harus benar-benar mewujudkan 
suatu masyarakat yang demokrat�s 
dalam negara yang d�dasarkan kepada 
kedaulatan rakyat �n�.
 Demokras� dan kedaulatan rakyat 
sebaga�mana d�kemukakan tentang 
konsep negara serta nas�onal�sme, baru 
k�ta kenal dalam bentuknya yang modern 
dalam awal abad ke 20. K�ta seluruhnya 
mas�h harus belajar banyak mengena� 
asas-asasnya, mekan�smenya dan 
tatakramanya. Memang ada persamaan 
kedua konsep demokras� dan kedaulatan 
rakyat �n�, dengan konsep negara dan 
“bangsa” dalam art�an trad�s�onal, tetap� 
juga besar perbedaannya, pal�ng kurang 
dalam cakupan dan manajemennya. 
 Demokras� dan kedaulatan rakyat 
dewasa �n� mempunya� cakupan yang 
luas serta manajemen pol�t�k yang 
jauh leb�h rum�t d�band�ngkan dengan 
embr�onya dalam h�dup trad�s�onal k�ta. 
S�fatnya leb�h formal, dengan lugas, 
hak, wewenang dan tanggung jawab 
yang d�rumuskan secara lugas dalam 
peraturan perundangan. Mufakat t�dak 
lag� cukup sekedar sal�ng pengert�an, 
tetap� d�rumuskan dalam dokumen-
dokumen tertul�s yang d�tandatangan� 
secara formal pula.
 Suatu bentuk kesepakatan 
pol�t�k, yang tumbuh dalam upaya 
penjabaran n�la�-n�la� Pancas�la �tu 
untuk memecahkan masalah pent�ng 
kenegaraan pada masa era reformas� 
sepert� sekarang, adalah perlunya d�tata 
ulang political will pem�mp�n nas�onal. 
Banyak produk-produk leg�slat�f  
pent�ng dalam b�dang hukum dan pol�t�k 
pada mulanya berawal dar� adanya 

kom�tmen para penyelenggara negara 
�n�. Sebelum d� bawa ke forum yang 
bers�fat formal, d�mana martabat dan 
harga d�r� d�pertaruhkan, maka hal-hal 
yang peka dalam suasana yang umumnya 
terasa tegang, dapat d�bahas secara 
terbuka dan jujur dalam forum yang 
bers�fat tertutup d�kalangan apa yang 
b�asa d�namakan dalam l�teratur pol�t�k 
sebaga� the strategi elites. Manfaatnya jelas 
sangat besar sekal�.
 Oleh karena �tu dewasa �n�, bangsa 
dan negara Pancas�la adalah suatu 
konstruks� modern yang mas�h harus 
k�ta bangun bersama dar� puncak-
puncak terba�k trad�s� k�ta, sepert� 
d�pesankan oleh semangat penjelasan 
pasal 32 UUD 1945.

2) Pengembangan s�stem hukum nas�onal 
yang taat asas
 Wawasan, doktr�n, keb�jakan dan 
strateg� mas�h merupakan produk 
�ntelektual. Kekuatannya terletak pada 
kukuhnya penalaran yang melatar 
belakang�nya, tetap� ada kelemahannya 
ya�tu bahwa seluruh tes�s-tes�snya b�sa 
d�bantah dengan penalaran yang leb�h 
kuat. J�ka hal �tu d�b�arkan berkembang 
terus-menerus, kerug�annya adalah 
bahwa k�ta t�dak akan mempunya� 
pegangan. Betapapun pent�ngnya 
seluruh kebebasan �tu, dalam 
pelaksanaan d�perlukan pegangan 
yang jelas. Kalaupun akan d�ubah, 
perlu d�laksanakan secara teratur dan 
berencana agar t�dak men�mbulkan 
kegoncangan dan keb�ngunan dalam 
masyarakat.
 Dalam hal �n�lah t�mbulnya 
kebutuhan akan hukum. Hukum yang 
ba�k akan member�kan landasan yang 
kukuh dan pegangan yang past� kepada 
seluruh p�hak. Normanya d�rumuskan 
dengan jelas dan sanks�nya perlu 
d�tegaskan dan b�la perlu d�kenakan 
hukuman yang berat atau maks�mal 
agar mempunya� efek jera dan berlaku 
dengan t�dak pandang bulu terhadap 
set�ap orang, sepert� d�tegaskan dalam 
pasal 27 ayat 1 UUD 1945.
 Dengan hukum yang t�dak 
ba�k k�ta akan menghadap� masalah. 
Hukum kolon�al yang d�susun dalam 
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zaman penjajahan, yang bertujuan 
mengeksplo�t�r tanah a�r k�ta untuk 
kepent�ngan negara as�ng; atau hukum 
nas�onal send�r� yang d�susun tanpa pola 
atau mengandung norma yang sudah 
ketinggalan zaman, akan menimbulkan 
ket�dakpast�an hukum dan sekal�gus 
akan membuka celah serta kesempatan 
untuk d�salahgunakan yang merug�kan 
masyarakat, bangsa dan negara.

c. Mempersiapkan dan membawa kebia-
saan masyarakat untuk setia kepada 
nilai-nilai moral serta norma hukum.

Setelah n�la� dasar dan n�la� �nstrumental 
k�ta benah� secara mantap, suatu keg�atan 
lanjutan ber�kutnya yang harus k�ta lakukan 
adalah mempers�apkan keb�asaan masyarakat 
untuk set�ap kepada n�la�-n�la� moral serta 
norma hukum yang telah d�susun �tu.

Hal �tu t�dak mungk�n tumbuh dengan 
send�r�nya. Salah satu sebabnya adalah karena 
negara nas�onal yang sedang k�ta bangun �n� 
adalah negara yang struktur dan prosedurnya 
modern, walaupun semangatnya tetap k�ta 
sandarkan kepada faham kekeluargaan yang 
k�ta war�s� dar� para leluhur. Perlu juga k�ta 
�ngat, bahwa t�dak seluruhnya yang berasal 
dar� lelulhur �tu k�ta lanjutkan beg�tu saja. 
Ada proses akt�f  mem�l�h mana yang sesua� 
dan mana yang t�dak lag� sesua� dengan 
kebutuhan zaman kita sekarang. Feodalisme 
atau fanat�sme kedaerahan yang semp�t 
sudah seharusnya k�ta buang. K�ta sedang 
membangun suatu negara modern !

Banyak konsep yang telah k�ta 
kembangkan mengena� hal �n�, sepert� 
konsep d�s�pl�n nas�onal, tert�b hukum, 
tert�b sos�al, ant� KKN, stab�l�tas nas�onal, 
ketahanan nas�onal, ataupun penegakan 
hukum. Penul�s percaya bahwa konsep-Penul�s percaya bahwa konsep-
konsep �n� akan berkembang terus d�masa 
mendatang sepert� pend�d�kan berkarakter.

Catatan kec�l la�nnya yang perlu penul�s 
kemukakan d� s�n� ya�tu bahwa ba�k 
pembangunan hukum maupun membangun 
keb�asaan masyarakat untuk patuh kepada 
n�la� serta norma hukum �tu akan memakan 
waktu yang sangat lama. Menurut para 
pakar, Inggr�s memerlukan waktu selama 
400 tahun untuk membangun kesadaran 
hukum rakyatnya. K�ta tentu t�dak perlu 
menunggu selama �tu. Seyogyanya k�ta 

dapat membangun hal �tu dalam waktu 
yang leb�h cepat secara berencana, melalau� 
proses pend�d�kan berkarakter yang bers�fat 
part�s�pat�f  ataupun melalu� program 
keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang 
sudah lama d�canangkan d� Indones�a.

Menanamkan kesadaran hukum kepada 
warga masyarakat bukan berart� menanamkan 
d�s�pl�n mat�, tetap� menanamkan ke�khlasan, 
bahkan kega�rahan, untuk secara rokhan�ah 
mener�ma n�la� dan norma �tu dalam s�stem 
n�la� pr�bad�nya, dengan kesadaran bahwa 
j�ka semua orang �tu berbuat sama, hal �tu 
pada taraf  terakh�r juga akan member� 
manfaat kepada d�r�nya send�r�.

Penanaman kesadaran hukum harus 
d�lakukan secara persuas�f  dan edukat�f  
sejak us�a d�n�, seh�ngga kepatuhan kepada 
hukum akan merupakan bag�an dar� watak 
serta kepr�bad�an set�ap orang. Dalam 
hal �n� sudah barang tentu keluarga dapat 
member�kan peranannya yang besar.

Peranan ber�kutnya b�sa d�emban 
oleh kepem�mp�nan masyarakat, sepert� 
kepem�mp�nan adat, kepem�mp�nan agama 
ataupun kaum terpelajar. Ka�dah adat 
dan agama b�sa mendukung perwujudan 
Pancas�la dalam masyarakat, apalag� j�ka k�ta 
�ngat bahwa substans� n�la�-n�la� Pancas�la 
�tu sebag�an berasal dar� n�la� adat dan 
agama �tu, khususnya s�la pertama, kedua 
dan keempat. Sedangkan s�la ket�ga dan 
kelima merupakan ilham dari khazanah 
kebudayaan dun�a yang un�versal sejak abad 
ke 18 dahulu. Nas�onal�sme tumbuh dalam 
abad ke 18 d� Amer�ka Ser�kat dan Eropa 
Barat, kemud�an berkembang dalam gerakan 
kemerdakaan dun�a T�mur. Kead�lan sos�al 
adalah merupakan tema perjuangan kaum 
terpelajar k�ta sejak awal abad ke 20.

J�ka seluruhnya berhas�l k�ta wujudkan, 
ba�k d� pusat maupun d� daerah, pada 
suprastruktur pol�t�k maupun pada 
�nfrastruktur pol�t�k, maka k�ta dapat berkata 
bahwa k�ta sudah matang sebaga� bangsa.

	 Pembatasan Keterbukaan Ideologi
 Ideolog� terbuka �n� banyak pertanyaan 

dalam masyarakat apakah �deolog� terbuka �n� 
berart� segala �deolog� dan tafs�r b�sa d�ter�ma 
beg�tu saja dalam memaham� dan menjabarkan 
n�la�-n�la� Pancas�la. Hal �tu memang perlu 
d�jelaskan.
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 Secara teoret�t�kal, sesungguhnya t�dak 
mungk�n bahwa segala �deolog� dan tafs�ran 
b�sa d�ter�ma beg�tu saja dalam memaham� dan 
menjabarkan n�la�-n�la� Pancas�la. Hal �tu bukan 
berart� suatu �deolog� terbuka, tetap� malahan 
menunjukkan t�dak ada �deolog� sama sekal�. 
Ideolog� terbuka yang d�faham� sedem�k�an 
sama saja art�nya dengan mengatakan Pancas�la 
�tu suatu non �deolog�!

 Ideolog� yang berart� a system ideas, 
mensyaratkan adanya s�stemat�k serta 
kons�stens� dalam gagasan-gagasannya. Hal 
�tu dengan send�r�nya berart� bahwa unsur-
unsurnya haruslah seras�, selaras dan se�mbang 
satu dengan la�nnya. Ideolog� serta gagasan yang 
t�dak sesua�, apalag� yang bertentangan, sudah 
dengan send�r�nya akan d�tolak, j�ka �deolog� 
yang bersangkutan tetap akan memel�hara 
kons�stens� d�r�nya.

 Namun secara prakt�kal hal �tu perlu 
d�tegaskan secara lugas, karena �st�lah “terbuka” 
memang b�sa d�art�kan macam-macam. 
D�maksudkan terbuka d� s�n� untuk ber�nteraks� 
dengan l�ngkungan sek�tar adalah pada tataran 
n�la� �nstrumentalnya, dan bukan pada tataran 
n�la� dasarnya.

 N�la�-n�la� dasar yang terkandung dalam 
Pembukaan UUD 1945, yang mel�put� 
pandangan k�ta tentang kemerdekaan, tentang 
c�ta-c�ta nas�onal, tentang Ke Tuhanan 
YME, tentang dasar negara, tentang sumber 
kedaulatan negara, dan tujuan nas�onal, sudah 
k�ta tempatkan sebaga� aks�oma yang t�dak akan 
k�ta pertanyakan lag�.

 Sudah barang tentu perlu d�gar�skan 
batas-batas keterbukaan �tu antara la�n sebaga� 
ber�kut:
1) Kepent�ngan Stab�l�tas Nas�onal
 Walaupun pada dasarnya semua gagasan 

untuk menjabarkan n�la� dasar �tu b�sa 
d�ajukan, namun j�ka sejak awal sudah b�sa 
d�perk�rakan gagasan �tu akan men�mbulkan 
keresahan yang meluas, selayaknya d�car�kan 
momen, bentuk, serta metoda yang tepat 
untuk menyampa�kannya.

2) Larangan terhadap Ideolog� Marx�sme-
Len�n�sme/Komun�sme

 Mesk�pun secara faktual k�ta b�sa mel�hat 
proses kebangkrutan �deolog� Marx�sme-
Len�n�sme/Komun�sme d� mana-mana, 
namun k�ta belum dapat mengaba�kan 
ancaman �deolog� �n� sama sekal�. Korea 
Utara dan Kuba mas�h merupakan penganut 
Komun�sme yang g�g�h. Keterbukaan �deolog� 
Pancas�la pada tataran n�la� �nstrumental 
t�dak berart� bahwa k�ta juga membuka 
d�r� kepada wawasanan faham komun�sme. 
Sebal�knya malah mengharuskan untuk 
waspada terhadap kerawanan k�ta, agar ba�k 
secara sadar maupun secara t�dak sadar 
jangan sampa� mempergunakan wawasan 
doktr�n, keb�jakan dan strateg� yang bers�fat 
Marx�sme Len�n�sme/Komun�sme. Sala�n 
satu c�r� faham �n� adalah wawasannya tentang 
kontrad�ks� permanen, tentang t�dak dapat 
didamaikannya konflik yang ada sampai 
salah satu p�hak yang bertentangan hancur 
sama sekal�. Salah satu c�r�nya yang la�n yang 
harus d�waspada� adalah penghalalan segala 
cara untuk mencapa� tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya. 

  

	  


